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 MOTTO 

 

“Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua dan murka Allah tergantung pada 

murka orang tua.” 

 

(H.R. At-tirmidzi :1899) 

 

”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kembd268udahan.” 

 

(Q.S Al-Insyirah : 6) 

 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya.” 

 

(Q.S. Al Baqarah : 286) 

 

“hatiku, tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak akan 

menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah 

melewatkanku” 

 

(Umar bin Khattab) 

 

“Jika kamu benar-benar menginginkan sesuatu, lambat laun kamu pasti akan 

segera menemukan caranya” 

 

“Man Jadda Wa Jadda” 
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 PERSEMBAHAN 

 

~ Yang Utama dari Segalanya~ 
 

Segala do‟a, sujud syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta‟ala. Atas naungan 

rahmat, nikmat dan hidayah-Mu telah meliputiku, sehingga dengan bekal ilmu 

pengetahuan yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan atas izin-Mu akhirnya 

skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam semoga selalu 

tercurahkan kepada utusan-Mu Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasallam. 

 

~Mama dan Papa Tercinta~ 
 

Kupersembahkan sebuah karya sederhana untuk mama dan papa yang tercinta. 

Sebagai tanda bukti, hormat dan terima kasih yang tiada hentinya 

kupersembahkan karya sederhana ini kepadamu. Yang tiada hentinya memberikan 

doa, nasehat, dukungan, kasih sayang yang tiada gantinya sehingga kakak selalu 

semangat dan kuat menjalani rintangan. 

 

“Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim, terima kasih Engkau karuniakan hamba kedua 

orang tua hamba yang setiap waktu mendo‟akanku, menguatkanku, ikhlas 

menjagaku, mendidik, membimbing dengan baik, ya Allah berikan balasan yang 

setimpal syurga Firdaus untuk mereka dan jauhkan mereka dari siksaanMu”Amiin 

ya rabbal „alamiin. Terima kasih Mamak... Terima kasih Bapak… 

 

~Dosen Pembimbing~ Bapak Kamiruddin, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak 

Dr. H. Ahmad Zikri, MA. selaku pembimbing II, ananda mengucapkan 

terimakasih banyak atas sudinya Bapak meluangkan waktu, tenaga serta pikiran 

untuk membimbing ananda dalam mengerjakan skripsi ini demi terwujudnya 

skripsi yang baik. Inilah karya sederhana yang dapat ananda persembahkan untuk 

Bapak sebagai tanda terimakasih ananda kepada Bapak. Semoga Allah senantiasa 

melindungi dan melimpahkan keberkahan dunia akhirat kepada Bapak. Terima 

kasih atas bimbingan Bapak selama ini 

 

Doakan semoga ilmu yang ananda dapatkan berkah dan berguna bagi banyak 

orang, menjadi insan yang selalu bahagia dan sukses didunia dan akhirat. 

 

Aamiin Yaa Rabbal‟aalamiin.. 

 

~Seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum~ Skripsi yang 

sederhana ini yang ananda persembahkan sebagai tanda terimakasih saya kepada 

bapak dan ibu dosen atas segala ilmu yang telah disalurkan selama saya berada di 

bangku perkuliahan, saya ucapkan terimakasih banyak. 
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ABSTRAK 
 

Muhammad Arfi Mulya (2023):    PENERAPAN PERATURAN MENTERI  

SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 

TENTANG PROGRAM KELUARAGA 

HARAPAN (PKH) DI KELURAHAN 

HARJOSARI KOTA PEKANBARU 

MENURUT PERSPEKTIF FIQH 

SIYASAH 
Bantuan sosial dana program keluarga harapan yang diberikan berorientasi 

kepada kemapanan untuk memenuhi kewajibannya dibidang pendidikan dan 

kesehatan. Tidak semua keluarga penerima manfaat bisa menjadi peserta PKH, 

hanya keluarga yang mempunyai komponen kesehatan yakni hamil atau menyusui 

dan anak berusia nol sampai dengan enam tahun, kemudian juga komponen 

pendidikan serta komponen kesejahteraan sosial. Dalam jangka pendek dana 

bantuan PKH ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga 

(dampak konsumsi langsung), dan dalam jangka panjang yakni investasi dari 

generasi masa depan yang lebih baik melalui peningkatan dari segi kesehatan dan 

pendidikan (sumber daya manusia), permsalahan yang mau peneliti lihat yakni 

Bagaimana Penerapan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang 

Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Harjosari Kota Pekanbaru, Apa 

saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial 

Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan 

Harjosari Kota Pekanbaru dan Bagaimana  Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap 

Penerapan Peraturan Mentri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program 

Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Harjosari Kota Pekanbaru. 

Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode lapangan (field research) 

penelitian  ini  dilakukan  dengan  peneliti melakukan penelitian dan 

mengumpulkan data dan informasi ataupun objek penelitian yang diteliti. Pada 

penelitian ini penulis memilih lokasi Di Kelurahan Harjosari Kot Pekanbaru dan 

itu juga merupakan tempat yang mudah dijangkau oleh penulis tujuannya agar 

mempermudah jalannya penelitian.  

Dari  hasil  pembahasan  dapat  kita  simpulkan  bahwasannya  seorang 

pemimpin memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara, salah satu upaya dalam penegakan hukum ialah pemerintah membuat 

dan menetapkan sebuah peraturan program keluarga harapan PKH juga berguna 

untuk  mensejahterkan masyarakat kurang mampu yang mana dalam Fiqh Siyasah 

nya termasuk kedalam Siyasah Dusturiyah. Hal tersebut sesuai dengan salah satu 

kaidah Fiqh Siyasah yang artinya kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya 

bergantung kepada kemaslahatan. Ini merupakan bentuk dalam melaksanakan 

sebuah amanah dan mentaati perintah dari seorang pemimpin, agar terciptanya 

suatu kemaslahatan bersama dan tidak terlepas dari peran pemerintahan dalam 

membuat suatu kebijakan dan peraturan maka diperlukan seorang pemimpin yang 

ulil amri 

 

Kata kunci: Perturan, PKH, Fiqih Siyasah  



 

vi 

 

Daftar isi 

 

Persetujuan  

Pengesahan  

Motto  .....................................................................................................  i 

Persembahan  ........................................................................................  ii 

Kata Pengantar .....................................................................................  iii 

Abstrak  ..................................................................................................  v 

Daftar isi  ................................................................................................  vi 

Daftar Tabel  ..........................................................................................  viii 

Daftar Lampiran  

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah ........................................................  1 

B. Batasan Masalah  ...................................................................  7 

C. Rumusuan Masalah ...............................................................  8 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian   ...........................................  8 

1. Tujuan Penelitian .............................................................  8 

2. Manfaat Penelitian ...........................................................  9 

E. Sistematika Penulisan ............................................................  10 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

A. Kerangka Teoritis ..................................................................  12 

1. Pengertian Pelaksanaan ...................................................  12 

2. Program Keluarga Harapan .............................................  14 



 

vii 

 

a. Pengertian Program Keluarga Harapan .....................  14 

b. Tujuan Program Keluarga Harapan...........................  18 

c. Hak dan Kewajiban Penerima Program Keluarga  

Harapan .....................................................................  20 

d. Pengertian Fiqih Siyasah ...........................................  25 

B. Penelitian Terdahulu35 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian .....................................................................  38 

B. Lokasi Penelitian ..................................................................  38 

C. Subjek dan Objek Penelitian ................................................  39 

D. Sumber Data .........................................................................  39 

E. Populasi dan Sampel  ...........................................................  40 

F. Teknik Pengumpulan Data ...................................................  40 

G. Metode Analisis Data  ..........................................................  41 

BAB IV PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....................................  42 

1. Kondisi Geografis Kelurahan harjosari ...........................  42 

2. Keadaan Penduduk Kelurahan harjosari .........................  43 

3. Profil Kelurahan Harjosari ..............................................  44 

B. Penerapan Peraturan Mentri Sosial Nomor 1  

Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)  

Di Kelurahan Harjosari Kota Pekanbaru ...............................  45 

C. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan  



 

viii 

 

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018  

tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan  

Harjosari Kota Pekanbaru .....................................................  70 

1. Faktor Penghambat Penyaluran Program Kelurga  

Harapan (PKH) di Kelurahan Harjosari ..........................  70 

2. Faktor Mendukung Dari Program Keluarga  

Harapan (PKH) Di Kelurahan Harjosari .........................  79 

D. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Penerapan Peraturan 

 Mentri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program 

Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Harjosari  

Kota Pekanbaru .....................................................................  87 

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan .............................................................................  93  

B. Saran .......................................................................................  94 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ix 

 

Daftar Tabel  

 

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kelurahan Harjosari ..................................  43 

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan .....................  44 

 

 



1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di Indonesia, masalah kemiskinan masih menjadi sorotan utama terkait 

dengan usaha-usaha pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan social 

masyarakat. Kemiskinan dan penggangguran bagaikan setumpuk gunung es 

yang harus segera terpecahkan. Fenomena-fenomena tersebut sebenarnya 

tidaklah berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan terhubung satu sama lain. 

Para pemerhati sosial, politik, ekonomi dan budaya telah mengemukakan 

keprihatinannya, mereka sadar bahwa tanpa keteladanan dan upaya yang 

serius para pemangku kebijakan maka fenomena tersebut akan membawa 

bangsa  dannegara kehilangan arah dan rakyat pun lama kelamaan tidak 

mampu menanggung beban yang bertubi-tubi. 1 

Permensos No. 1 tahun 2018 merupakan peraturan  yang 

dikeluarkan  oleh menteri   sosial   yang   berkaitan   dengan   urusan   

pengentasan   kemiskinan   di Indonesia. Peraturan tentang Program Keluarga 

Harapan ini ditetapkan pada tanggal  8  januari  2018  dan  mulai  berlaku  

sejak  tanggal  29  januari  2018. Permensos  No.  1  tahun  2018  menjadi  

landasan  hukum  tetang  pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang 

selanjutnya disebut dengan PKH. PKH sendiri merupakan salah satu program 

pemerintah berupa bantuan sosial bersyarat yang diperuntukan bagi RTSM 

(Rumah Tangga sangat Miskin) yang bertujuan untuk mengurangi dan 

memutus rantai kemiskinan. 
                                                           

1 Wisnu Indrajid VO Soiman, Pemberdaya Masyarakat dan Pembangunan (Gagasan 

Menejemen Pengembangan Masyarakat Untuk Memutus Mata Rantai Kemiskinan). (Malang: 
Intrans Publishing, 2014), h.25. 
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Seperti yang kita ketahui bahwa kemiskinan merupakan masalah yang 

selalu ada dalam setiap negara baik dalam negara berkembang ataupun 

negara maju. Dalam pembangunan sebuah negara, masalah kemiskinan selalu 

dianggap sebagai hal  yang  dapat  mengahambat  kelancaran  dalam  

pembangunan  khususnya  di bidang Ekonomi. Di Indonesia, berdasarkan 

data BPS pada maret 2020, jumlah penduduk miskin yang ada di Indonesia 

mencapai 9,78% atau sekitar 26,42 juta orang dengan persentase  penduduk 

miskin di desa dan di kota yang mengalami kenaikan masing-masing sebesar 

0,22% dan 0,82% dari tahun sebelumnya.2
 

Kemiskinan   sendiri   dalam   artian   luas   berarti   ketidakmampuan   

untuk memenuhi  kebutuhan dasar seperti  makanan,  pakaian, tempat  

berlindung atau tempat tinggal, pendidikan dan juga kesehatan.3 Terdapat 

beberapa faktor internal yang mendasari terciptanya masyarakat miskin 

antara lain yaitu rendahnya pendidikan yang dimiliki masyarakat, rendahnya 

skill yang dikuasai, rendahnya kemauan untuk mengembangkan potensi diri, 

tidak adanya motivasi hidup, dan sebagainya.4 Faktor-faktor inilah yang 

menyebabkan terus meningkatnya angka masyarakat miskin. 

Dalam Islam kemiskinan dipandang bukan sekedar ketidakmampuan 

dalam memenuhi kebutuhan dasar akan tetapi kemiskinan merupakan salah 

satu masalah kultural dimana masyarakat menjadi miskin karena perilaku 

                                                           
2
 Badan Pusat Statistik Indonesia,  Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020, diakses 

pada tanggal 15 Februari 2023, https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-
penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html  

3
 Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru (Jakarta: Gitamedia 

Press, 2008), h.534 
4
 Agus   Sjafari,     Kemiskinan   Dan   Pemberdayaan   Kelompok,   (Yogyakarta:   Graha 

Ilmu,2014), h.2 
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buruk yang dilakukan seperti malas untuk bekerja dan berusaha.5  Tanpa 

adanya usaha yang dilakukan maka kemiskinan akan  tetap menjadi 

permasalahan  yang tak kunjung selesai. Allah Berfirman dalam surat Ar-

Ra’d (13):11 

3 āχÎ) ©!$# Ÿω ç�Éi�tó ãƒ $ tΒ BΘ öθ s)Î/ 4 ®L ym (#ρç�Éi� tó ãƒ $ tΒ öΝÍκÅ¦ à�Ρr' Î/ 3 ∩⊇⊇∪      

 

“...Sesungguhnya  Allah  tidak  akan  mengubah  keadaan  

suatu  kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka 

sendiri...”
6

 

 

Potongan  ayat  tersebut  menjelaskan  bahwa  Allah  akan  mengubah  

keadaan suatu kaum apabila mereka berusaha dengan sungguh-sungguh 

untuk mengubahnya. Sama halnya dengan kemiskinan, apabila seseorang 

dalam keadaan miskin dan berusaha dengan tekun untuk mengubah 

keadaannya maka Allah telah menjamin dengan firman-Nya untuk 

mengubah kemiskinan menjadi kecukupan dan menjadikannya lebih baik. 

Islam memandang kemiskinan sebagai sebuah musibah apabila kemiskinan  

tersebut  telah  merajalela,  dengan  keadaan  yang  buruk tersebut akan 

mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu yang membahayakan akhlak, 

melanggar hak orang lain, hingga mampu membuatnya lupa kepada Allah. 

Keharusan untuk mengubah“Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kemiskinan 

kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji (kikir), sedangkan Allah 

                                                           
5
 Aain Mahaeni, “Evaluasi Program-program Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Bali”, 

(Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Vol. X No. 1, Juli 2014), 8. 
6 Al-Karim, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta Pusat: Pustaka Jaya Ilmu, 2016). surat Ar-

a’d (13):11h. 250 
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menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Maha luas, 

Maha Mengetahui.”
7
 

Dalam al-quran surat AL-Baqoroh/2:268 yang berbunyi : 

 ُEGْ ِّI ًةMَِOPْ َّI RSُTُUَِV ُ Ôَْْ[َ\]ءِۖ وَاللهَّ [ِ_ RSُMُIُْ`َVَو MَaَْÔْ deَْ]نُ RُSُTُUَِV ا ا^\َّ
  Rٌeِghَ iٌjِوَا ُ  وlًmَْnَۗ وَاللهَّ

  
Artinya:   Satan threatens you with poverty and orders you to immorality, 

while Allah promises you forgiveness from Him and bounty. 
And Allah is all-Encompassing and Knowing.8 

 
Dengan arti dan tafsir dalam ayat tersebut maka manusia diwajibkan 

melepaskan diri dari kemiskinan melalui kerja keras, usaha dan bertawakal 

kepada Allah agar terhindar dari belenggu setan yang akan menjerumuskan 

kita kejalan yang bathil. Selain kewajiban individu tersebut, terdapat juga 

kewajiban orang lain, keluarga, masyarakat,  bahkan  kewajiban  pemerintah  

dalam  mengentaskan  kemiskinan melalui sumber dana yang jelas dan tepat. 

Oleh karena itu dibentuklah Permensos No.1 tahun 2018 sebagai tindak 

lajut peraturan sebelumnya dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan 

melalui PKH. Program ini telah berjalan sejak tahun 2007 dan merupakan 

program yang telah diunggulkan oleh pemerintah karena dapat menurunkan 

angka kemiskinan di Indonesia. 

Program Keluarga Harapan ini merupakan bantuan tunai bersyarat 

yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan, kesehatan dan/atau 

kesejahteraan sosial. Tidak semua keluarga dapat menjadi bagian atau 

                                                           
7
 Ibid, h.4 

8
 Al-Karim, Muhammad Sohib, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta Pusat: Pustaka Jaya 

Ilmu, 2016). surat Ar-a’d (13):268 h. 250h. 528 
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menjadi peserta PKH, hanya keluarga yang memiliki klasifikasi seperti ibu 

hamil/menyusui, keluarga miskin yang  memiliki  anak  berusia  0  (nol)  

sampai  6  (enam)  tahun,  keluarga  yang memiliki anak yang sedang dalam 

masa belajar mulai dari SD sampai SMA/sederajat, lansia serta penyandang 

disabilitas berat.9
 

Di  dalam  Pemensos  No.1  tahun  2018  tentang  Program  Keluarga  

Harapan dijelaskan bahwa tujuan diadakannya program ini adalah untuk 

meningkatkan taraf   hidup   keluarga   penerima   manfaat   PKH,   untuk   

mengurangi   beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga 

miskin dan rentan, menciptakan  perubahan  prilaku  dan  kemandirian  

Keluarga Penerima  Manfaat, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, dan 

mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga 

Penerima Manfaat PKH.10 

Bantuan sosial dana program keluarga harapan yang diberikan 

berorientasi kepada kemapanan untuk memenuhi kewajibannya dibidang 

pendidikan dan kesehatan. Tidak semua keluarga penerima manfaat bisa 

menjadi peserta PKH, hanya keluarga yang mempunyai komponen kesehatan 

yakni hamil atau menyusui dan anak berusia nol sampai dengan enam tahun, 

kemudian juga komponen pendidikan serta komponen kesejahteraan sosial. 

Dalam jangka pendek dana bantuan PKH ini bertujuan untuk mengurangi 

beban pengeluaran rumah tangga (dampak konsumsi langsung), dan dalam 

jangka panjang yakni investasi dari generasi masa depan yang lebih baik 

                                                           
9
 Permensos No.1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 5 

10
 Ibid, Pasal 2 
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melalui peningkatan dari segi kesehatan dan pendidikan (sumber daya 

manusia).11
 

PKH mempunyai tujuan yaitu : 

a. Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui 

akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial 

b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan 

keluargamiskin dan rentan 

c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima 

manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta 

kesejahteraan sosial 

d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. 

Penyaluran bantuan sosial PKH ini disalurkan ke masyarakat Kelurahan 

Harjosari Kota Pekanbaru, bantuan yang diberikan kepada masyarakat tersebut 

diharapkan dapat memberikan dampak pada pengurangan kemiskinan dan 

kesenjangan, mensejahterakan masyarakat kurang mampu yakni dalam hal 

pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, serta meningkatkan daya beli 

masyarakat yang kurang mampu. 

Meskipun sudah berjalan dengan baik bukan berarti pelaksanaan dari 

bantuan sosial program unggulan kementerian sosial ini menjadi sempurna, 

namun juga memiliki kelemahan yaitu bantuan social tersebut tidak selalu 

tepat sasaran. Pemerintah diharapkan memberikan pengawasan yang lebih 

                                                           
11https://www.kemsos.go.id/programkeluarga-harapan, diakses 05 November 2020, pukul 

22:19 
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ketat lagi agar penyaluran bantuan PKH Kementerian Sosial ini benar-benar 

diberikan kepada masyarakat Penerima Manfaat yang sangat membutuhkan. 

Kenyataannya di lapangan, berdasarkan observasi (pengamatan) penulis 

bahwa Program Keluarga Harapan pada masyarakat Kelurahan Harjosari Kota 

Pekanbaru masih memiliki permasalahan yang muncul. Adapun gejala-gejala 

yang penulis temukan adalah sebagai berikut : 

1. Masih ada warga penerima manfaat bantuan PKH berasal dari warga 

yang mampu dengan kondisi ekonomi menengah keatas yang 

seharusnya ia tidak menerima bantuan tersebut. 

2. Masih ada warga yang kurang mampu yang mana ia telah memenuhi 

komponen yang telah di sebutkan dalam Peraturan Menteri Sosial 

sebagai penerima manfaat bantuan sosial PKH justru ia tidak 

menerima bantuan tersebut baik berupa tunai maupun non tunai. 

3. Masih ada warga yang terdaftar sebagai penerima bantuan PKH namun 

tidak menerima bantuan tersebut, baik berupa tunai maupun non tunai. 

Berdasarkan uraian diatas mendorong penulis untuk melakukan kajian 

ilmiah penelitian dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk skripsi, untuk itu 

maka penulis memilih judul: “PENERAPAN PERATURAN MENTRI 

SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM 

KELUARAGA HARAPAN (PKH) DI KELURAHAN HARJOSARI 

KOTA PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH” 
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B. Batasan Masalah  

Agar Penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang 

dijadikan permasalahan maka penelitian ini hanya membahas tentang 

Penerapan Peraturan Mentri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program 

Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Harjosari Kota Pekanbaru Menurut 

Perspektif Fiqh Siyasah, Penelitian ini dilakukan hanya pada Kelurahan 

Harjosari. 

 
C. Rumusuan Masalah 

Dari batasan  masalah diatas maka penulis merumuskan masalah yang 

akan dikajidalam penelitian ini yaitu sebaga berikut: 

1. Mengapa Sebagaian Penerima PKH Secara Aturan tidak Panatas 

Mendapta PKH Tersebut ? 

2. Mengapa Mereka yang pantas Mendapat PKH Secara Aturan Relatif Tidak 

Mendapatkan PKH ? 

3. Bagaimana  Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Penerapan Peraturan Mentri 

Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di 

Kelurahan Harjosari Kota Pekanbaru? 

 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian   

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian adalah: 

a. Untuk Mengetahui Mereka yang pantas Mendapat PKH Secara Aturan 

Relatif Tidak Mendapatkan PKH 
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b. Untuk mengetahui Penerima PKH Secara Aturan tidak Panatas 

Mendapta PKH 

c. Untuk Mengetahui Pandangan Fiqih Siyasah Penerapan Peraturan 

Mentri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga 

Harapan (PKH) Di Kelurahan Harjosari Kota Pekanbaru 

2. Manfaat Penelitian 

Secara inheren penelitian ini memiliki kegunaan praktis dan 

kegunaan akademis sebagai berikut : 

a. Untuk keperluan akademis, penulis mengharapkan hasil penelitian ini 

bisa menjadi suatu yang bermanfaat bagi khaznah keilmuan dan 

cakrawala pengetahuan Fakultas Syari’ah dan Hukum terkhusus 

jurusan Hukum Tata Negara Siyasah dan mahasiswa serta masyarakat 

pada umumnya terkait tentang hukum dan ketatanegaraan islam. 

b. Untuk keperluan praktis, penulis mengharapkan penelitian ini dapat 

dijadikan pedoman dalam melakukan praktek hukum dan politik 

dilingkungan masyarakat. 

c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis agar bisa menyelesaikan 

perkuliahan program S1 Fakultas Syari’ah dan Hukum, Jurusan 

Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 

 
E. Sistematika Penulisan 

Penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini berpedoman pada buku 

panduan penulisan skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, Penulis membagi 
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menjadi lima bab dan tiap bab akan diuraikan menjadi sub-sub bab agar 

mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam pembuatan skripsi ini. 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Dalam bab ini memuat latar belakang masalah, batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penelitian. 

BAB II : TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 

  Dalam bab ini merupakan uraian segi teori, dari penelitian ini 

berkenaan dengan: Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) 

Di Kelurahan Harjosari Kota Pekanbaru. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

  Penjelasan pada bab ini membahas tentang jenis penelitian, 

lokasi penelitian, populasi dan sampel, subjek dan objek 

penelitian, teknik pengumpulan  data dan metode analisis data. 

 BAB IV : PEMBAHASAN 

  Pada bab ini dijelaskan mengenai Tentang Program Keluarga 

Harapan (PKH) Di Kelurahan Harjosari Kota Pekanbaru dan 

Tinjauan dalam Perspektif Fiqh Siyasah. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

  Di bab terakhir ini memuat kesimpulan berupa rumusan singkat 

sebagai jawaban permasalahan yang terdapat dalam penelitian 

serta saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan pada 

penelitian ini. 
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BAB II 

TEORI  DAN TIJAUAN PUSTAKA  

 
A. Kerangka Teoritis 

1. Pengertian Pelaksanaan 

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah 

rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi 

biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara 

sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky 

mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky 

mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling 

menyesuaikan. 12 

Pengertian pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa 

Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, 

keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau 

pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan 

terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah 

dianggap siap. Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh 

suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna 

mencapai tujuan yang diharapkan.13 

                                                           
12 Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, (Jakarta : PT. Raja Grafindo 

Persada, 2002) h.70 
13 Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Teori Implementasi ( Jakarta : Balai Pustaka, 

2001), h.627 
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Sedangkan pengertian pelaksanaan menurut beberapa ahli yaitu 

sebagai berikut: 

a) Menurut Westra, pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang 

dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang 

telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan 

alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana 

tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya. 

b) Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, pelaksanaan ialah sebagai proses 

dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna 

mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu 

program dan proyek. 

c) Siagian S.P, mengemukakan bahwa pengertian pelaksanaan 

merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada 

para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau 

bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan 

ekonomis. 

d) Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, merumuskan 

pengertian pelaksanaan adalah upaya agar tiap pegawai atau tiap 

anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang 

telah direncanakan.14 

                                                           
14 Rahardjo Adisasmita, Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah, (Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2011), h. 14. 
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Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang 

dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang 

telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-

alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat 

pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu 

proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau 

kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, 

langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi 

kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.  

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu 

kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu 

di lapangan maupun di luar lapangan yang mana dalam kegiatannya 

melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh 

alat-alat penujang. 

2. Program Keluarga Harapan 

a. Pengertian Program Keluarga Harapan 

Program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari 

beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling 

terkait, untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu 

program mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah unit 
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administrasi yang sama atau sasaran-sasaran yang saling bergantung 

dan saling melengkapi yang semuanya harus dilaksanakan.15 

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH 

adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga 

atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu 

program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan 

Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga 

penerima manfaat PKH. Bantuan sosial Program Keluarga Harapan 

(PKH) adalah bantuan berupa uang, kepada keluarga atau seseorang 

miskin, tidak mampu, dan rentan terhadap risiko sosial.16 

Dasar hukum lahirnya PKH mengingat UU No 40 Tahun 2004 

tentang “Sistem Jaminan Sosial Nasional”. UU No 11 Tahun 2009 

tentang “Kesejahteraan Sosial”. UU No 13 Tahun 2011 tentang 

“Penanganan Fakir Miskin”. Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2012 

tentang “Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial”. Peraturan 

Pemerintah No 63 Tahun 2013 Tentang “Pelaksanaan Upaya 

Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah”. Peraturan 

Presiden No 7 tahun 2015 tentang “Organisasi Kementerian Negara”. 

Peraturan Presiden No 46 Tahun 2015 tentang “Kementerian Sosial”. 

Peraturan Presiden No 63 tahun 2017 tentang “Penyaluran bantuan 

sosial Secara Non Tunai”. Peraturan Menteri Sosial No 20 Tahun 2015 

                                                           
15 Muhaimin Sutiah dan Sugeng Listyo Prabowo, Manajemen Pendidikan, (Jakarta: 

Kencana, 2009), h.339. 
16 Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program 

Keluarga Harapan. 
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tentang “Organisasi dan Tata cara Kementerian sosial”. Peraturan 

Menteri Sosial No 10 Tahun 2016 tentang “Mekanisme penggunaan 

data Terpadu Program Penanganan fakir miskin”. Peraturan Menteri 

Keuangan No254/PMK.05/2015 tentang “Belanja Bantuan Sosial Pada 

kementerian Negara/lembaga. Dengan semua ini maka diputuskan dan 

ditetapkan Peraturan Menteri Sosial Tahun 2018 No 1 Tentang PKH.17 

Dasar hukum penegasan tentang acuan dasar hukum berdirinya 

Program Keluarga Harapan diatur dalam pasal 1 ayat (1) jo ayat (2) 

UndangUndang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 

yang berbunyi: 

1. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, 

spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu 

mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. 

2. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, 

terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah 

daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi  

kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, 

jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.18 

Penyaluran bantuan sosial PKH diberikan kepada KPM yang 

ditetapkan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. Penyaluran bantuan 

diberikan empat tahap dalam satu tahun, bantuan PKH diberikan dengan 

                                                           
17  Peraturan Menteri Sosial RI, NO. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan 
18 Pasal 1 Ayat (1) Jo Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem 

Jaminan Sosial 
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ketentuan sebagai berikut: Nilai bantuan merujuk Surat Keputusan 

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 

26/LJS/12/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Indeks dan Komponen 

Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2019. 

Indeks bantuan sosial PKH tahun 2019 terdiri dari dua jenis 

bantuan yakni bantuan tetap dan bantuan berdasarkan komponen. Bantuan 

tetap keluarga setiap tahun adalah Rp.550.000; dan PKH akses 

Rp.1.000.000. Bantuan berdasarkan komponen setiap jiwa pertahun terdiri 

dari Ibu hamil Rp.2.400.000, Anak usia dini 0-6 tahun Rp.2.400.000, 

SD/sederajat Rp.900.000, SMP/sederajat Rp.1.500.000, SMA/sederajat 

Rp.2.000.000, Penyandang Disabilitas Berat Rp.2.400.000, Lanjut Usia 60 

tahun ke atas Rp.2.400.000. Bansos PKH diberikan 4 kali dalam satu 

tahun yakni bulan Januari, April, Juli, Oktober. 

Program keluarga harapan (PKH) merupakan program bantuan 

yang termasuk dalam klaster pertama strategi penanggulangan kemiskinan 

di Indonesia. Program ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang 

berkaitan dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan. Tujuan umum 

PKH adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengubah 

pandangan, sikap serta prilaku rumah tangga sangat miskin (RTSM) untuk 

lebih dapat mengakses layanan kesehatan dan pendidikan yang diharapkan 

dapat memutus rantai kemiskinan.19 

                                                           
19 Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial 

Kementerian Sosial RI, hal. 1 
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Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) harus terdaftar dan 

hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban peserta 

Program Keluarga Harapan (PKH) dibidang kesehatan meliputi 

pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan 

imunisasi serta timbang badan anak balita. Sedangkan kewajiban dibidang 

pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota 

keluarga PKH kesatuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan 

menengah. Khusus anggota keluarga peserta Program Keluarga Harapan 

(PKH) penyandang disabilitas, kewajibannya disesuaikan dengan kondisi 

disabilitasnya. 

b. Tujuan Program Keluarga Harapan 

Adapun tujuan dari PKH adalah sebagaimana yang tercantum 

dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 adalah sebagai 

berikut:20 

1. Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui 

akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial; 

2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan 

keluarga miskin dan rentan; 

3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima 

Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta 

kesejahteraan sosial; 

                                                           
20 Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga 

Harapan 
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4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan  

5. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada 

Keluarga Penerima Manfaat. 

Program keluarga harapan memberi manfaat jangka pendek dan 

juga jangka panjang. Untuk jangaka pendek, Program Keluarga Harapan 

akan memberikan income effect kepada rumah tangga sangat miskin 

(RTSM) melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga. 

Sedangkan untuk jangka panjang program ini diharapkan mampu 

memutuskan rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas 

kesehatan, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak miskin di masa 

depan serta memberikan kepastian kepada si anak akan masa depannya 

kelak (insurance effect). 

Dari sudut pandang kebijakan, PKH merupakan cikal bakal 

pengembangan sitem perlindungan sosial, khususnya bagi keluarga 

miskin. PKH yang mewajibkan RTSM memenuhi kewajibannya di bidang 

kesehatan dan pendidikan akan membawa perubahan prilaku KPM 

(keluarga penerima manfaat) terhadap pentingnya kesehatan dan 

pendidikan. 

Dalam pelaksanaannya tentu saja terdapat sasaran dari penerima 

Program Keluarga Harapan tersebut. Sebagaimana yang telah diatur dalam 

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 yaitu merupakan keluarga 

dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data 
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terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, 

pendidikan, dan/atau kesejahteran sosial.21 

Sebagai upaya menanggulangi kemiskinan di Indonesia Peraturan 

Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 membidik keluarga atau seseorang 

yang miskin dan rentan, berada di wilayah pesisir dan pulau kecil, daerah 

tertinggal, terpencil atau berada di perbatasan antar negara. Syarat 

kepesertaan PKH adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang 

memiliki komponen PKH yang telah menandatangani persetujuan sebagai 

Peserta PKH serta ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Komponen PKH 

terdiri dari:22 

a. Kriteria komponen kesehatan, yaitu: 

1) Ibu hamil atau menyusui; 

2) Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun; 

b. Kriteria komponen pendidikan, yaitu: 

1) Anak sekolah dasar /madrasah ibtidaiyah atau sederajat 

2) Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau 

sederajat 

3) Anak sekolah menengah atas/ madrasah aliyah atau sederajat 

4) Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang 

belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun. 

c. Kriteria komponen kesejahteraan sosial, yaitu: 

                                                           
21 Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga 

Harapan 
22 Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga 

Harapan. 
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1) Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun 

2) Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat 

c. Hak dan Kewajiban Penerima Program Keluarga Harapan 

Dalam peraturan menteri sosial Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 6 

disebutkan bahwa Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan: 

1. Bantuan Sosial PKH; 

2. Pendampingan PKH; 

3. Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan 

sosial; dan 

4. Program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, 

subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar 

lainnya. 

Di samping hak yang dimiliki oleh Penerima Program Harapan 

tentunya memiliki kewajiban sebagai penerima bantuan. Hal ini diatur 

dalam Pasal 7 yaitu sebagaimana berikut:23 

a. Memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai 

dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 

0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun; 

b. Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 

85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak 

usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan 

                                                           
23 Pasal 7 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga 

Harapan 
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c. Mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan 

kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai 

dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat. 

Dalam pasal 31 Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 

disebutkan bahwa Pelaksana PKH daerah dilakukan oleh dinas sosial 

daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang menangani Bantuan 

Sosial PKH, perlindungan, dan jaminan sosial.24 

Adapun mekanisme pelaksanaan PKH dilakukan sebagai berikut: 

a. Perencanaan, dilakukan untuk menentukan lokasi dan jumlah calon 

penerima manfaat PKH 

b. Penetapan calon peserta PKH, data tingkat kemiskinan dan kesiapan 

pemerintah daerah menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam 

penetapan wilayah kepesertaan PKH. 

c. Validasi data calon penerima manfaat PKH 

d. Penetapan keluarga penerima manfaat PKH berdasarkan hasil validasi 

data calon penerima manfaat PKH dan hasil verifikasi komitmen dan 

atau pemutakhiran data. 

e. Penyaluran bantuan Sosial PKH, penyaluran dilakukan dengan non 

tunai. Pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dilaksanakan secara 

bertahap dalam satu tahun, nilai bantuan sosial PKH di tetapkan oleh 

direktur yang menangani pelaksanaan PKH mengenai indeks dan 

komponen bantuan sosial PKH, kementerian sosial melalui bank 
                                                           

24 Pasal 31 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga 
Harapan 
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penyalur melakukan penyaluran non tunai ke rekening atas nama 

keluarga penerima manfaat PKH, rekening atas nama keluarga 

penerima manfaat PKH dapat diakses melalui kartu keluarga sejahtera. 

f. Pendampingan PKH, bertujuan untuk memastikan anggota keluarga 

penerima manfaat PKH menerima hak dan memenuhi kewajiban, 

pendamping PKH dilakukan oleh pendamping sosial yang bertugas 

memastikan bantuan sosial PKH diterima oleh keluarga penerima 

manfaat PKH tepat jumlah dan tepat sasaran, melaksanakan pertemuan 

peningkatan kemampuan keluarga bersama keluarga penerima manfaat 

PKh paling sedikit 1 kali per bulan. 

g. Peningkatan kemampuan keluarga, ini dilaksanakan melalui pertemuan 

peningkatan kemampuan keluarga yaitu proses belajar secara 

terstruktur untuk mempercepat terjadi perubahan perilaku pada 

keluarga penerima manfaat PKH dilaksanakan oleh pendamping sosial 

dengan keluarga penerima manfaat PKH satu bulan sekali. 

h. Verifikasi komitmen keluarga peerima manfaat PKH, merupakan 

kegiatan untuk memastikan anggota keluarga penerima manfaat PKH 

terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan, pendidikan, dan 

kesejahteraan sosial. 

i. Pemutakhiran data keluarga penerima manfaat PKH, dilakukan oleh 

pendamping sosial dan administrator pangkalan data, dilaksanakan 

setiap ada perubahan sebagian atau seluruh data anggota keluarga 

penerima manfaat PKH. 
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j. Transformasi kepesertaan PKH, merupakan proses pengakhiran masa 

kepesertaan PKH berdasarkan hasil kegiatan pemuktahiran sosial 

ekonomi, kegiatan tersebut merupakan proses pendataan ulang dan 

evaluasi untuk menetapkan status kepesertaan dan sosial KPM PKH. 

Keluarga Penerima Manfaat PKH Akses memiliki kewajiban untuk 

melaksanakan kegiatan dalam komponen: 

1) Kesehatan; 

2) Pendidikan; dan 

3) Kesejahteraan sosial. 

Komponen kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

dengan ketentuan harus: 

1. Memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau 

petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi ibu 

hamil/nifas; 

2. Memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau 

petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi ibu 

menyusui dengan memberikan air susu ibu eksklusif; dan 

3. Memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau 

petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi 

bayi dan balita. 

Sedangkan untuk komponen pendidikan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan harus mengikuti kegiatan belajar 

dengan fasilitas pendidikan yang ada baik sekolah biasa, sekolah 
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kampung, pendidikan keluarga, pesantren, sekolah minggu, kursus, 

maupun belajar keterampilan bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua 

belas) tahun. Untuk komponen kesejahteraan sosial sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan harus: 

a. Memberikan makanan bergizi dengan memanfaatkan bahan pangan 

lokal dan perawatan kesehatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 

(satu) tahun terhadap anggota keluarga lanjut usia mulai dari 60 (enam 

puluh) tahun; dan 

b. Meminta tenaga kesehatan yang ada untuk memeriksa kesehatan, 

merawat kebersihan, mengupayakan makan dengan makanan lokal 

bagi penyandang disabilitas berat. 

4. Pengertian Fiqih Siyasah 

Kata siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus, dan 

memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan. 

Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah 

adalah mengatur dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis 

untuk mencapai sesuatu.25 

Objek kajian fiqih siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan 

antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga Negara 

dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan 

lembaga negara. baik hubungan yang bersifat intens suatu negara maupun 

hubungan yang bersifat eksten antar negara, dalam berbagai bidang 

                                                           
25 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya 

Media Persada, 2001), h.3. 
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kehidupan. Ruang lingkup fiqih siyasah Pembagian ruang lingkup fiqih 

siyasah dapat dikelompokkan tiga bagian pokok yaitu:26 

a. Siyasah Dusturiyah disebut juga politik perundang-undangan bagian 

ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukumam atau tasri’yah 

oleh lembaga legislatif, peradilan atau qada’iyah oleh lembga 

yudikatif, dan administrasi pemerintah atau idariyah oleh birokrasi atau 

eksekutif. 

b. Siyasah dauliyah/siyasah kharijiyah, disebut juga politik luar negri. 

Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara 

dengan yang bukan muslim yang bukan warga Negara. Dibagian ini 

ada politik masalah peperangan atau siyasah harbi’yah, yang mengatur 

etika berperang, dasardasar diizinkan berperang, pengumuman perang, 

tawanan perang, dan gencatan senjata. 

c. Siyasah Maliyah disebut juga politik keuangan dan moneter. 

Membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan 

belanja Negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak 

publik, pajak, dan perbankan. 

Dalam pembahasan skripsi ini lebih mengarah kepada Fiqih 

siyasah dusturiyyah dan fiqih maliyah. Hal ini dikarenakan Fiqih siyasah 

dusturiyah merupakan sama halnya dengan undang-undang dasar negara 

yang dijadikan rujukan aturan perundang-undangan dalam menegakkan 

hukum. Menurut Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya yang berjudul al-

                                                           
26 Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah ( Jakarta: Gaya Media Persada,2001), h.14 
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siyasah ala syar‟iyyah, prinsipprinsip yang diletakkan Islam dalam 

perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan hak asasi manusia 

setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukansemua orang dimata 

hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial kekayaan, pendidikan, 

dan agama. Pembahasan tentang konsitusi ini juga berkaitan dengan 

sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan di suatu negara untuk 

diterapkan, baik sumber materil, sumber sejarah, sumber perundang-

undangan maupun sumber penafsirannya.27 

Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan “dusturi”. Kata 

ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang 

memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam 

perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan 

anggota kependetaan  pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah 

mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang 

pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, 

dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja 

sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang 

tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata dustur juga 

sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah 

undang-undang dasar suatu negara.28 

                                                           
27 Muhammad Iqbal, ibid. h.15 
28 Muhammad Iqbal, Kontekstualisasi Doktrim Politik Islam, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 

230-234 
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Di dalam pembahasan syariah digunakan dengan istilah fikih 

dusturi, yang artinya adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan 

negara manapun, seperti terbukti di dalam perundang-undangan, 

peraturan-peraturannya dan istiadatnya. Fiqh siyasah dusturiyyah terdiri 

dari bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. 29 

Semua persoalan tersebut dan persoalan fiqh siyasah dusturiyyah 

umumnya tidak lepas dari dua hal pokok yaitu; Pertama, Al-Quran dan 

hadis yang dijadikan landasan dalam segala bidang hal mengatur tatanan 

kehidupan umat termasuk dalam hal berbangsa dan bernegara, baik dalam 

melakukan aturan hukum maupun dalam mengatur akhlak manusia. 

Kedua, kebijakan ulil amri ialah atas dasar pertimbangan ulama dalam 

menentukan suatu hukum yang berdasarkan situasi dan kondisi 

perkembangan zaman untuk mengatur tatanan kehidupan bernegara dan 

bermasyarakat agar dapat tercapai kemaslahatan bersama. 

Fiqih Siyasah duturiyah berhubungan dengan peraturan dasar 

tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan 

(kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan 

umat, dan ketetapan hakhak yang wajib bagi individu dan masyarakat, 

serta hubungan antara penguasa dan rakyat.30 

Jika Dilihat dalam sejarah Islam tentang bagaimana pemerintah 

Islam meningkatkan Kemakmuran dari masa ke masa terhitung dari masa 

                                                           
29 Imam Amrusi Jailani, Dkk., Hukum Tata Negara Islam, (Surabaya: IAIN Press, 2011), 

h.22. 
30 J. Suyuti Pulungun, Fiqh Siyasah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h.40. 
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Nabi dan Sahabatnya sampai kemasa Umayyah dan Abbasiyah dalam 

menjalankan perekonomian Umat Islam pada waktu itu. Umat Islam pada 

masa nabi sangat Berjaya karna nabi menggunakan prisip kesejahteraan 

dan kemakmuran atas rakyat begitu juga dilanjutkan denga Abu Bakar al-

Shidiq. 

Pada masa Khalifah kedua setelah Abu bakar, Umar berusaha 

memanfaatkan keuangan Negara tersebut untuk mensejahterakan 

rakyatnya untuk itu Umar memberi tunjangan kepada kaum muslimin 

pemberiaan ini diatur berdasarkan nasab kepada Nabi senioritas dalam 

masuk Islam serta jasa dan perjuangan mereka dalam menegakkan Islam. 

Selain dari itu Umar juga menyediakan dana kesejahteraan kepada setiap 

fakir miskin dan anak-anak terlantar sebesar 100 dirham yang diambil dari 

Bait al-Mal dan disimpankan oleh walinya makin besar anak itu, 

pemberian untuknya pun semakin besar pula. 

Pendek kata Umar member tunjangan sosial kepada setiap jiwa 

yang berhak untuk itu pertama kali dalam sejarah Islam Umar mengadakan 

“sensus penduduk” untuk mengetahui cacah. Jiwa yang berhak menerima 

bantuan untuk daerah Madinah Umar sendiri yang menyerahkan 

pemberian tersebut kepada rakyatnya demikian juga dengan kabilah-

kabilah yang tidak jauh dari Madinah adapun untuk pemberian di daerah 

dilakukan oleh kepala-kepala daerah setempat dengan dasar sistem yang 

telah digariskan Umar. 
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Dalam konteks fiqih siyasah segala kebijakan harus bertujuan 

untuk mewujudkan kemaslahatan umat, dan segala yang berpotensi 

menimbulkan mudarat harus dijauhi dan dihindari. Ketika sebuah 

peraturan yang memberikan Pemerintah bertetangan dengan melanggar 

hak-hak sebuah konstitusional atau dapat dikatakan hal ini tidak sejajar 

dengan kemaslahatan, dapat pula dikatakan hal ini mengandung 

kemudaratan bagi rakyat serta tidak menciptakan keadilan sosial. 

Dalam konsep fiqih siyasah maliyyah negara berkewajiban 

memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhan 

primernya. Menurut Imam Nawawi, adalah kewajiban negara untuk 

memberi makan mereka yang lapar dan memberi pakaian kepada mereka 

yang tidak punya cukup pakaian. Ibnu Khaldun juga menegaskan biaya 

yang harus ditanggung negara untuk menjamin kehidupan masyarakat 

miskin, penuhilah kebutuhan orang miskin, anak yatim, dan para janda. 

Dalam Al-Qur’an terdapat banyak ayat yang berisi tentang menolong 

fakir.31 

Fiqh siyasah maliyah mengatur hak-hak orang miskim, mengatur 

sumber mata air atau irigasi dan perbankan. Hukum yang mengatur 

hubungan antara orang kaya dan orang miskin, antara Negara dan 

perorangan, sumber-sumber keuangan Negara, baitul mal dan sebagainya. 

                                                           
31 Umi Robitoh, ”Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Blitar Terhadap Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Menurut Fiqh Siyasah”, Skripsi Ilmu Syariah, 
(Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2018), (Tidak Dipublikasikan), h. 100. 
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Di dalam fiqh siyasah maliyah pengaturannya di fokuskan juga untuk 

kemaslahatan rakyat dengan rakyat, harta dan pemerintah atau 

kekuasaan.32 

Dalam fiqh siyasah maliyah dan siyasah dusturiyah pun 

pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Pemerintah 

harus bersikap adil dalam mensejahterakan masyarakatnya agar 

terciptanya kemaslahatan. Sebagai wujud dari kebijakan diatur di dalam 

bentuk zakat melalui baitul mal, infak yang hukumnya wajib atau juga 

dalam bentuk-bentuk lain seperti wakaf, sedekah merupakan salah satu 

untuk mensejahterakan masyakatnya yang mengatur jalannya keuangan 

suatu negara, yang mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran 

keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum. 

5. Konsep Kesejahteraan Sosial Dalam Pandangan Islam 

Pemerintah bertanggungjawab atas kesejahteraan sosial pun 

menjadi berkembang, dari urusan keluarga, suku, lembaga keagamaan, 

komunitas lokal, sampai menjadi urusan negara dan akhirnya garapan 

international agencies. Di dalam fiqih siyasah bertanggung jawab penuh 

dalam menata ekonomi negara agar dapat memenuhi kebutuhan hidup 

semua golongan masyarakat.33 

                                                           
32 Andri Nirwana, Fiqh Siyasah Maliyah (Keuangan Publik Islam), (Banda Aceh: Searfiqh, 

2017), h.2. 
33 Muhammad Tholhah Hasan, Islam dalam Perspektif Sosio Kultural, (Jakarta: Lantabora 

Press, 2005), h. 159. 
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Pengertian siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk 

yang terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Secara etimologi, fiqh 

merupakan bentuk masdhar (gerund) dari tashrifan kata faqihayafqahu- fiqhan 

yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat 

memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara 

terminologi, fiqh lebih popular didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-

hukum syara’ yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang 

rinci. 

Dalam Islam tidak dibenarkan Pemilik Aset Kekayaan Negara Hanya 

berputar di sekitar orang-orang kaya semata. Ini merupakan amanat Islam 

kepadapenguasa. Islam mengiginkan kesejahteraan itu terwujud bagi seluruh 

makhluk Allah di muka bumi ini, dengan salah satu bentuk tugas pemerintah 

Islam dalam mencapai maksud tersebut adalah memberantas kemiskinan 

dalam masyarakat dan memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka melalui 

pengeluaran dan belanja negara lainya.34 

Al-Quran menggunakan beberapa istilah yang berarti kesejahteraan. Di 

antara istilah-istilah itu yang cakupan maknanya luas dan mendalam serta 

menggambarkan konsep kesejahteraan sosial secara mendasar adalah istilah 

alfalah” yang menjadi tujuan akhir dalam kehidupan manusia di dunia ini. 35  

                                                           
34 Budi Santoso, “Pandangan Fiqih Siyasah Terhadap Program Kerja Pemerintah Kota 

Bandar Lampung Dalam Penanganan Kemiskinan” Skripsi Hukum Tata Negara Universitas Islam 
Negeri Raden Intanlampung 1440 H/2018 M. (Tidak Dipublikasikan), h.53. 

35 Asep Usman Ismail, Al-Qur‟an dan Kesejahteraan Sosial, (Tangerang: Lentera Hati, 
2002), h. 1. 
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Secara harfiah, perkataan al-falah berarti mendapatkan atau 

memperoleh keberuntungan. Al- falah dalam konteks keduniaan ditandai 

dengan keberhasilan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dengan 

memperoleh segala hal yang menyebabkan kehidupan ini baik dan 

menyenangkan dengan berkesinambungan, berkecukupan dan bermartabat. 

Kesejahteraan bagi semua umat merupakan suatu tujuan pokok Islam. 

Kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik sebab kedamaian mental dan 

kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui realisasi yang seimbang antara 

kebutuhan materi dan rohani dari personalitas manusia. Chapra 

menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara Syariat 

Islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu 

bagian dari Syariat Islam, tentu mempunyai tujuan yang tidak lepas dari tujuan 

utama Syariat Islam.36 

Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia 

untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (falah), serta kehidupan yang 

baik dan terhormat (al-hayah al-thayyibah). Ini merupakan definisi 

kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara 

mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang 

sekuler dan materialistik. 

Kesejahteraan seseorang akan terpenuhi jika kebutuhan mereka 

tercukupi, kesejahteraan sendiri mempunyai beberapa aspek yang menjadi 

                                                           
36 M. Umer Chapra, “Islam Pembangunan Ekonomi “ (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 

h. 6. 
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indikatornya, di mana salah satunya adalah terpenuhinya kebutuhan seseorang 

yang bersifat materi, kesejahteraan yang oleh Al-Ghazali dikenal dengan 

istilah (al-mashlahah) yang diharapkan oleh manusia tidak bisa dipisahkan 

dengan unsur harta, karena harta merupakan salah satu unsur utama dalam 

memenuhi kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan dan papan.37 

Sasaran kesejahteraan sosial dalam al-Qur’an adalah sesuai dengan 

sistem kemanusiaan yaitu kehidupan rohani dan jasmani. Kesejahteraan sosial 

dalam al-Qur’an tidak saja tercermin dalam kesejahteraan lahiriah, melainkan 

juga tercermin dalam kehidupan rohaniah. Sebab persoalan keterbalakangan, 

kebodohan dan kemiskinan bukan hanya dikarenakan ada faktor-faktor rohani 

seperti mental, motivasi dan pemahaman terhadap suatu sistem nilai yang 

dianut.38 

Ayat yang menjadi rujukan bagi kesejahteraan terdapat dalam al-

Qur’an surat An-Nisaa’ ayat 9 dan 58 : 

|·÷‚ u‹ø9 uρ šÏ% ©!$# öθ s9 (#θ ä.t� s? ô ÏΒ óΟÎγ Ï�ù=yz Zπ −ƒ Íh‘ èŒ $ ¸�≈yè ÅÊ (#θ èù%s{ öΝÎγ øŠn=tæ (#θ à)−Gu‹ ù=sù ©!$# 

(#θ ä9θà)u‹ ø9 uρ Zω öθ s% # ´‰ƒ Ï‰y™ ∩∪   

Artinya:  “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang 
merek khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu 
hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka 
mengucapkan perkataan yang benar.” (Q.S. An-Nisaa’: 9) 

 

                                                           
37 Amirus Sodiq, “Konsep Kesejahteraan Dalam Islam”, Jurnal Equilibrium, Vol. 3, No. 2, 

Desember 2015, Hlm. 389 
38 Ahmad Mustaniruddin, “Konsep Al-Qur‟an Dalam Membentuk Kesejahteraan Sosial 

Menuju Masyarakat Madani” Jurnal Journal Of Qur’an and Hadis Studies Vol. 2 No. 2 (Desember 
2019), Hlm. 39 
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Tafsir ayat diatas adalah bahwa Allah memperingatkan kepada 

orangorang yang telah mendekati akhir hayatnya supaya mereka memikirkan, 

janganlah meninggalkan anak-anak atau keluarga yang lemah terutama 

tentang kesejahteraan hidup mereka dikemudian hari. Untuk itu selalu 

bertakwa dan mendekatkan diri kepada Allah. Selalulah berkata lemah lembut 

terutama kepada anak yatim yang menjadi tanggung jawab mereka. 

Perlakukanlah mereka seperti memperlakukan anak kandung sendiri.39 

* ¨βÎ) ©!$# öΝä.ã� ãΒù' tƒ βr& (#ρ–Š xσè? ÏM≈ uΖ≈ tΒ F{$# #’ n<Î) $ yγ Î=÷δ r& #sŒ Î)uρ Ο çF ôϑs3ym t ÷t/ Ä¨$̈Ζ9 $# βr& 

(#θ ßϑä3øtrB ÉΑô‰yè ø9 $$ Î/ 4 ¨βÎ) ©!$# $ −ΚÏè ÏΡ / ä3Ýà Ïètƒ ÿÏµÎ/ 3 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. $ Jè‹Ïÿxœ # Z��ÅÁ t/ ∩∈∇∪   

Artinya :  “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah 
kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara 
manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya 
Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. 
Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”40 (Q.S 
An-Nisaa’: 58) 

 
Ayat diatas menjelaskan bahwa pemerintah harus memegang amanah 

yang telah diberikan oleh rakyat. Bentuk ungkapan ini tidak 

mempertentangkan antara si kaya dan si miskin akan mengakibatkan adanya 

strata sosial yang terjadi di masyarakat jika di lihat dari segi pandangan 

ekonomi. Tentu saja batasan tersebut adalah bagi manusia yang mampu dalam 

mencari kesempatan kerja keras dan bersungguh–sunggu, tipe manusia yang 

seperti ini yang di berikan rezeki oleh Allah Swt.  

                                                           
39 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Tafsir, Jilid X (Jakarta: Surat Menteri Agama 

Republik Indonesia, 1991), Hlm. 128. 
40 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al–Quran dan Terjemahannya (Bandung: 

Diponegoro, 2006) Hlm. 69 
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Negara tidak hanya wajib memberikan jaminan sosial dalam batas-

batas kebutuhan pokok, tetapi negara wajib untuk menjamin kehidupan 

individu agar sesuai dengan standar hidup layak maayarakat secara umum. 

Dalam hal ini, jaminan yang diberikan adalah jaminan pemeliharaan, yaitu 

pemberian bantuan dan sarana kehidupan agar dirinya dapat hidup sesuai 

dengan standar layak kehidupan masyarakat. Negara wajib memenuhi 

kebutuhan pokok individu, seperti makan, tempat tinggal, dan pakaian, yang 

pemenuhannya baik kualitas maupun kuantitasnya harus disesuaikan dengan 

standar masyarakat.41 

B. Penelitian Terdahulu 

Tinjauan penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan dalam 

melakukan penelitian sehingga penulis bisa memperbanyak konsep yang 

digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Didalam tinjauan 

penelitian terdahulu tidak ada ditemukan penelitian yang sama dengan 

penelitian penulis. Namun penulis menjadikan beberapa penelitian sebagai 

referensi dalam memperbanyak bahan kajian penulis. Dan berikut ini adalah 

penelitian terdahulu berupa beberapa j urnal terkait dalam penelitian yang 

dilakukan oleh penulis. 

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan yang pertama ialah 

skripsi milik Hajar Hari Antoro pada tahun 2015 yang berjudul “Efektivitas 

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Bidang Pendidikan di Desa Sungai 

                                                           
41 H. Juhaya S. Praja, Pemikiran Ketatanegaraan Islam, (Jakarta: Grafika Persada, 2002), 

Hlm. 39. 
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Kakap Kabupaten Kubu Raya”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

berdasarkan 2 pengukuran efektivitas dalam pelaksanaan PKH di bidang 

Pendidikan di desa Sungai Kakap yaitu produktivitas dan keseluruhan prestasi, 

pelaksanaan Program Keluarga Harapan di bidang Pendidikan di desa Sungai 

Kakap Kabupaten Kubu Raya masih kurang efektif, hal tersebut diketahui 

berdasarkan aspek produktivitas bahwa pelaksanaan PKH di bidang 

pendidikan di desa Sungai Kakap tidak produktif, karena belum mampu 

meningkatkan taraf pendidikan bagi penerima bantuan PKH serta belum bisa 

meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan dari aspek 

keseluruhan prestasi menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Bidang 

Pendidikan di desa Sungai Kakap tidak berprestasi, karena masih belum 

sepenuhnya 12 tepat sasaran sesuai dengan kriteria PKH dan belum mampu 

mencapai tujuan PKH bidang pendidikan. 

 Penelitian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Yohana 

Floridina Purba pada tahun 2014 yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan 

Program Keluarga Harapan di Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan 

Johor”. Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan telah dianalisis 

dapat disimpulkan Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di 

Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor adalah efektif. Hal ini dapat 

dilihat dari jawaban hampir seluruh responden terhadap alat ukur penelitian 

yaitu ketepatan sasaran program, kepuasan terhadap program, keberhasilan 

pelaksanaan program, tujuan dan manfaat, menghasilkan jawaban efektif10 . 
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Dari kedua penelitian tersebut, peneliti dapat mempelajari dan 

memahami lebih jelas mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) yang 

berada di wilayah berbeda. Sehingga dapat diketahui perbedaan apa saja yang 

muncul di setiap wilayah. Persamaan kedua penelitian diatas dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu membahas mengenai 

efektivitas program. Perbedaannya terletak pada fokus, jika kedua peneliti 

tersebut mengambil fokus masalah ke bidang pendidikan dan juga pelaksanaan 

program PKH secara keseluruhan. Maka, peneliti sendiri akan memfokuskan 

penelitian ini pada efektivitas E-Warong dalam Program Keluarga Harapan 

(PKH). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Dalam  melakukan  penelitian  untuk  menjawab  permasalahan  dalam 

penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian, Penelitian ini 

termasuk  dalam penelitian  dengan jenis penelitian lapangan (Field research) 

yaitu  penelitian  yang  mengadakan  pengamatan  tentang  suatu  fenomena  

yang  terjadi.  

Dimana penelitian ini menguraikan tentang “”Penerapan Peraturan 

Mentri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Pkh) 

Di Kelurahan  Harjosari Kota Pekanbaru Menurut Perspektif Fiqh Siyasah.  

Untuk  itu  pendekatan  deskriptif  kualitatif  adalah  prosedur  penelitian  yang  

menghasilkan  data-data  yang  bersifat  deskriptif  dalam  bentuk kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah tempat dimana peneliti melakukan 

penelitian dan mengumpulkan data dan informasi ataupun objek penelitian 

yang diteliti. Pada penelitian ini penulis memilih lokasi Di Kelurahan 

Harjosari Kot Pekanbaru dan itu juga merupakan tempat yang mudah 

dijangkau oleh penulis tujuannya agar mempermudah jalannya penelitian. 
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C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitrian 

Subjek dalam penelitian ini adalah warga dan staff di Kelurahan 

Harjosari Kota Pekanbaru. 

2. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah Penerapan Peraturan Mentri 

Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di 

Kelurahan Harjosari Kota Pekanbaru . 

 

D. Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi 

menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. 

1. Sumber data primer  

Sumber  data  primer  adalah  adalah  data-data  yang  diperoleh  

secara langsung dari narasumber atau responden yang bersangkutan,  

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan 

tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain”.  

2. Sumber data Sekunder 

Sumber data sekunder pada penelitian ini digunakan untuk 

memperjelas dan  mendukung  secara  tidak  langsung  yang  berkaitan  

dengan masalah  yang  diteliti.  Sumber data sekunder ini yang 
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berhubungan dengan penelitian yang dimaksud berupa bahan-bahan 

pustaka. 

E. Populasi dan Sampel  

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian, adapun populasi 

dalam penelitian ini adalah masyarakat Di Kelurahan Harjosari Kota 

Pekanbaru dengan jumlah total 117 Orang masyarkat yang ada di 

Kelurahan Harjosari Kota Pekanbaru .  

2. Sampel  

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. 

Apabila jumlah responden kurang dari 100,42 sampel diambil semua 

sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Sedangkan apabila 

jumlah responden lebih dari 100, maka pengambilan sampel 10% -15% 

atau 20% -25% atau lebih. Beberapa alas an pengambilan sampel adalah: 

a. Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga dan dana, 

b. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subyek, karena 

hal ini menyangkut banyak sedikitnya data, 

c. Lebih  mudah  dalam  penyebaran  angket  karena  sudah  

ditentukan jumlahnya.43 

Berpijak pada pendapat tersebut, maka pengambilan sampel dalam 

penelitiaan ini adalah 25% dari populasi yang ada, karenja jumlah 

                                                           
42

 (Arikunto, 2002: 109) 

43
  (Arikunto, 2002: 112) 
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populasi melebihi 100 yaitu 117 Ornag. Berarti117X 25% / 100 = 29,  jadi 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 29 Orang masyarkat 

di . 

3. Teknik Pengambilan Sampel 

Tehnik atau pengambilan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Purposive cluster random sampling, yaitu setiap individu dalam 

populasi di masing-masing KK atau masyarkat harus mempunyai peluang 

yang besarnya sudah diketahui untuk bisa diklarifikasi sebagai pilihan 

dalam sebuah penelitian atau lebih tepatnya sebagai sampel dalam 

penelitian. Dengan demikian, seorang peneliti dapat memperkirakan besar 

kecilnya kesalahan dalam pengambilan sampel (Sampling error).  

Cara  pengambilan  sampel  yaitu  dengan  mengambil  25%  

msayarkat di  Pamekasan secara acak pada setiap kelas tanpa menentukan 

karakteristik siswa yang akan dijadikan sampel. Artinya jika siswa kelas 

II MAN Pamekasan populasinya ada 156 dan yang akan dijadikan sampel 

adalah 25% dari 156 atau 39 siswa, maka setiap elemen tersebut 

mempunyai kemungkinan 39/156 untuk bisa dipilih menjadi sampel. 

Pengambilan secara Purposive cluster random dilakukan dengan undian, 

yaitu mengundi nama-nama individu dalam populasi pada masing-masing 

kelas.Nama tersebut kemudian diundi untuk mengambil sampel sebanyak 

yang diperlukan. 
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Teknik ini dipilih karena peneliti ingin memberikan kesempatan 

yang sama bagi setiap masyarkat dalam keseluruhan populasi masyarkat di 

Kelurahan Harjosari Kota Pekanbaru Pamekasan untuk menjadi sampel 

dan dipilih secara acak pada masing-masing lapisan masyarakat.  

 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang 

dilakukan dengan  cara  mengamati  dan  mencatat  secara  sistematik  

gejala-gejala  yang diselidiki. 

2. Wawancara 

Penelitian  ini  merupakan  penelitian  lapangan  dimana  peneliti 

mengadakan  pengamatan  secara  langsung  pada  sasaran  yang  diteliti  

dan melakukan pencatatan secara sistematik. Wawancara dapat dipandang 

sebagai metode  pengumpulan  data  dengan  cara  melakukan  tanya  

jawab  secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data dan informasi dari benda-benda 

tertulis, seperti buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan dan catatan 

harian lainnya. 

4. Studi Pustaka / Content Analysis 
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Studi pustakan/content analysis dapat diartikan sebagai 

serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data 

pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Studi 

pustaka juga dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil 

penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan 

landasan teori menegenai masalah yang akan diteliti. 

 

G. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah cara untuk menganalisis data  penelitian, dalam 

hal ini analisis data kualitatif yaitu ketika semua data sudah terkumpul maka 

penulis akan menjelaskan  secara  rinci  dan  sistematis  sehingga  dapat  

tergambar  secara  utuh dan juga bisa  dipahami secara jelas kesimpulannya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis kumpulkan dari berbagai 

macam pengumpulan data. Maka, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Penerapan Peraturan Mentri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program 

Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Harjosari Kota Pekanbaru sudah 

terlaksana dengan baik, penetapan sasaran Program Keluarga Harapan 

(PKH) pun sudah tepat sasaran sesuai prosedur yang ada, namun saja ada 

bebarapa masyarakat yang masih saja pro dan kontra terhadap program ini. 

2. Adapun faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Menteri 

Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di 

Kelurahan Harjosari Kota Pekanbaru yakitu faktor penghambatnya dari 

pelaksaan ini kurangnya sosialisasi dari dinas sosial, atau pendamping 

lurah, juga kurang partisipasi dari keluarga penerima manfaat PKH untuk 

berkumpul ketika ada sosialisasi juga kurangnya dimanfaatkan dengan 

baik dan faktor pendukungnya bagiaman koordinasi setiap pihak-pihak 

yang terkait oleh Implementasi peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 

2018 Tentang Program Keluarga Harapan(PKH) di Kelurahan Harjosari 

sudah baik, dan banyak juga masyarakat yang antusias dalam program ini 
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yang lebih mempermudahkan perangkat lurah dan pendamping lurah 

untuk mengumpulkan masyarakat dan melakukan sosialisasi. 

3.  Menurut tinjauan Fiqh Siyasah bahwa seorang pemimpin memiliki peran 

yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satu 

upaya dalam penegakan hukum ialah pemerintah membuat dan 

menetapkan sebuah peraturan program keluarga harapan PKH guna juntuk 

mensejahterkan masyarakat kurang mampu yang mana dalam Fiqh 

Siyasah nya termasuk kedalam Siyasah Dusturiyah. Hal tersebut sesuai 

dengan salah satu kaidah Fiqh Siyasah yang artinya kebijakan seorang 

pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan. Ini 

merupakan bentuk dalam melaksanakan sebuah amanah dan mentaati 

perintah dari seorang pemimpin, agar terciptanya suatu kemaslahatan 

bersama dan tidak terlepas dari peran pemerintahan dalam membuat suatu 

kebijakan dan peraturan maka diperlukan seorang pemimpin yang ulil 

amri.  

 
B. Saran 

Setelah mengetahui permasalahan dari pengelolaan sampah pada 

penelitian ini. Maka, penulis memberikan saran yaitu : 

1. Kepada pemerintah kota Pekanbaru khususnya kelurahan harjosari agar 

segera mencegah faktor yang jadi penghambat bagi semua masyarakat, 

agar penerapan program keluarga haraoan ini PKH berjalan dengan baik 

dan Bagi lembaga atau instansi terkait bahwasahnya perlu adanya 
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penambahan kuota Program Keluarga Harapan (PKH) untuk seluruh 

Indonesia khususnya kelurahan harjosari dan adanya pendataan kembali 

warga yang berhak mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH). 

Karena belum meratanya Program Keluarga Harapan (PKH) untuk warga 

miskin yang berada di Kelurahan Harjosari. 

2. Kepada masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan untuk 

dapat menggunakan Program Pemerintah ini dengan Sebaik-baiknya agar 

tujuan dari program PKH dapat berjalan sesuai yang diharabkan dan dapat 

membantu kesejatraan masyarakat Indonesia agar keluar dari zona 

kemiskinan. 

3. Kepada Aparat pemerintah kota Pekanbaru dan seluruh masyarakat serta 

instansi-isntansi agar dapat berkerjasama supaya keiinginan untuk 

menciptakan masyarakan yang sejahtera terwujud. 
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